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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS MENGENAI KEABSAHAN PERJANJIAN MENGGUNAKAN 

BAHASA ASING 

 

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian di Indonesia 

1. Pengertian Perjanjian 

Buku III Burgerlijk Wetboek mengatur tentang Verbintenissenrecht, 

dimana tercakup pula istilah Overeenkomst. Dikenal dari 3 terjemahan 

Verbentenis, yaitu perikatan, perutangan dan perjanjian, sedangkan 

Overeenkomst ada 2 terjemahan, yaitu perjanjian dan persetujuan.9 

Pengertian dari perjanjian itu sendiri, diatur dalam Buku III dan Bab II Burgerlijk 

Wetboek. Pasal 1313 Burgerlijk Wetboek berbunyi :  

“Suatu perjanjian (persetujuan) adalah satu perbuatan dengan mana 

satu orang, atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau 

lebih.10 

Untuk memahami istilah mengenai perikatan dan perjanjian terdapat 

beberapa pendapat para ahli. Adapun pendapat para sarjana adalah: 

a.   Subekti 

Memberikan pengertian perikatan sebagai suatu hubungan 

hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana 

pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain, 

dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan 

                                                             
9 Handri Raharjo, Hukum Perjanjian di Indonesia, Pustaka Yustitia, Yogyakarta, 2009, hlm. 41. 
10

 Ibid. 
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tersebut. Sedangkan perjanjian adalah suatu peristiwa dimana 

seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu 

saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.11 

 

b. Abdul Kadir Muhammad 

 Memberikan pengertian perikatan adalah suatu hubungan hukum 

yang terjadi antara orang yang satu dengan orang yang lain 

karena perbuatan peristiwa atau keadaan.12  Yang mana 

perikatan terdapat dalam bidang hukum harta kekayaan; dalam 

bidang hukum keluarga; dalam bidang hukum pribadi. Perikatan 

yang meliputi beberapa bidang hukum ini disebut perikatan dalam 

arti luas. 

Berdasarkan pada beberapa pengertian perjanjian diatas, maka 

dapat disimpulkan di dalam suatu perjanjian minimal harus ada dua 

pihak, dimana kedua belah pihak saling bersepakat untuk menimbulkan 

suatu akibat hukum tertentu 

 

2. Hubungan Perikatan dengan Perjanjian 

Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih 

dalam lapangan harta kekayaan dimana pihak yang satu berhak atas 

prestasi dan pihak yang lain wajib melaksanakan suatu prestasi.13 

                                                             
11 Subekti, Hukum Perjanjian, Op.cit, hlm 1 
12Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, 2004, hlm 6. 
13 Hetty Hassanah, Catatan Perkuliahan Hukum Perikatan, Fakultas Hukum UNIKOM. Bandung. 2006, 
hlm. 1. 
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Hubungan antara perikatan dan perjanjian, adalah perjanjian menerbitkan 

perikatan. Perjanjian adalah salah satu sumber perikatan, disamping sumber-

sumber lain. Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan, 

yaitu perikatan yang lahir dari undang-undang.  

Menurut ketentuan Pasal 1233 Burgerlijk Wetboek, bahwa tiap-tiap perikatan 

dilahirkan, baik karena persetujuan, baik karena undang-undang.14 Perikatan yang 

bersumber dari perjanjian, diatur dalam Title II (Pasal 1313 sampai dengan Pasal 

1351) dan Title V sampai dengan XVIII (Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1864) 

Buku III Burgerlijk Wetboek, sedangkan perikatan yang bersumber dari undang-

undang, diatur dalam Title III (Pasal 1352 sampai dengan 1380) Buku III Burgerlijk 

Wetboek.15 

Perikatan yang bersumber undang-undang, menurut Pasal 1352 Burgerlijk 

Wetboek, dibedakan atas perikatan yang lahir dari undang-undang saja (Uit de wet 

door’s mensen toedoen). Perikatan yang lahir dari undang-undang karena perbuatan 

manusia, menurut Pasal 1353 Burgerlijk Wetboek dibedakan lagi, atas perbuatan 

yang sesuai dengan hukum (Rechtmatige), dan perbuatan yang melawan hukum 

(Onrechtmatige).16 

Perikatan yang lahir dari perjanjian, memang dikehendaki oleh dua orang, 

atau dua pihak yang membuat suatu perjanjian, sedangkan perikatan yang lahir dari 

undang-undang, diadakan oleh undang-undang, diluar kemauan dari para pihak 

yang bersangkutan. Apabila dua orang mengadakan suatu perjanjian, maka mereka 

                                                             
14 Riduan Syahrini, Seluk Beluk Asas-Asas Hukum Perdata, PT Alumni, Bandung,2008, hlm 201 
15 Ibid. 
16

 Ibid, hlm. 202. 
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bermaksud, supaya antara mereka berlaku suatu perikatan hukum, sungguh-

sungguh mereka itu terikat satu sama lain, karena janji yang telah mereka berikan. 

Tali perikatan ini barulah putus, jika janji itu sudah dipenuhi.17 

 

3. Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian 

Dalam membuat perjanjian para pihak dapat memuat segala macam 

perikatan, sesuai dengan asas kebebasan berkontrak yang terkandung dalam Buku 

III KUH Perdata, akan tetapi asas kebebasan berkontrak yang bukan berarti boleh 

memuat perjanjian secara bebas, melainkan harus memenuhi syarat-syarat tertentu 

untuk syahnya perjanjian. Maksud kebebasan berkontrak bebas untuk menentukan 

isi dan macamnya perjanjian, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, 

kesusilaan atau ketertiban umum (Pasal 1337 KUH Perdata).  

Dengan kata lain, para pihak membuat perjanjian tersebut dalam keadaan 

bebas dalam arti tetap selalu dalam ruang gerak yang dibenarkan atau sesuai 

dengan ketentuan hukum yang berlaku. 

Syarat sahnya perjanjian disebutkan dalam Pasal 1320 Burgerlijk Wetboek yaitu : 

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;  

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;  

3. Suatu pokok persoalan tertentu;  

4. Suatu sebab yang tidak dilarang. 

                                                             
17

 Subekti, Hukum Perjanjian, Op.cit, hlm. 3. 
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Syarat-syarat diatas terbagi dalam dua kelompok yaitu syarat obyektif dan 

syarat subjektif, dimana keduanya memiliki akibat hukum masing-masing, untuk 

lebih jelasnya penjelasan terhadap hal diatas sebagai berikut : 

1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya  

Sepakat mereka mengikatkan dirinya mengandung makna bahwa 

para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau ada persesuaian 

kemauan atau saling menyetujui kehendak masing-masing, yang 

dilahirkan oleh para pihak dengan tidak ada paksaan, kekeliruan dan 

penipuan. 

Menurut Subekti dalam bukunya yang berjudul hukum perjanjian 

menyatakan bahwa menurut ajaran yang lazim dianut sekarang, 

perjanjian harus dianggap dilahirkan penawaran (efferte) menerima yang 

termaksud dalam surat tersebut, sebab detik itulah dianggap sebagai 

detik lahirnya kesepakatan. Bahwasannya mungkin ia tidak membaca 

surat itu, hal itu menjadi tanggung jawab sendiri. Ia dianggap 

sepantasnya membaca surat-surat yang diterimanya dalam waktu 

sesingkat-singkatnya.18 

Persoalan kapan lahirnya perjanjian juga sangat penting untuk 

diketahui dan ditetapkannya, berhubung adakalanya terjadi perubahan 

dalam peraturan perundang-undangan yang mempunyai pengaruh 

terhadap pelaksanaan perjanjian, beralihnya risiko dalam perjanjian, 

tempat lahirnya perjanjian dan ditutupnya perjanjian dan sebagainya. 

                                                             
18

 Subekti, Hukum Perjanjian, Op.cit, hlm. 29-30. 



21 
 

 
 

2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian 

Cakap (bekwaam) merupakat syarat umum untuk dapat 

melakukan perbuatan hukum secara sah yaitu harus sudah dewasa, 

sehat pikiran  dan tidak dilarang oleh suatu peraturan perundang-

undangan untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Dalam sistem 

hukum perdata barat hanya mereka yang dibawah pengampuan sajalah 

yang dianggap tidak dapat melakukan perbuatan hukum secara sah, 

orang-orang yang kurang atau tidak sehat akal pikirannya yang tidak 

dibawah pengampuan tidak demikian, perbuatan hukum yang 

dilakukannya tidak dapat dikatan sah kalau hanya di dasarkan pada 

Pasal 1320 Burgerlijk Wetboek. Akan tetapi, perbuatan melawan hukum 

itu dapat dibantah dengan alasan tidak sempurnanya kesepakatan yang 

diperlukan, juga untuk sahnya perjanjian sebagaimana yang ditentukan 

Pasal 1320 Burgerlijk Wetboek. 

Dilihat dari sudut rasa keadilan memang benar-benar mempunyai 

kemampuan untuk menginsyafi segala tanggung jawab yang bakal 

dipikulnya karena perbuatan itu. Tegasnya, syarat kecakapan untuk 

membuat suatu perjanjian ini mengandung kesadaran untuk melindungi 

baik bagi dirinya dan bagi miliknya maupun dalam hubungannya dengan 

keselamatan keluarganya. 

3. Suatu hal tertentu 

Suatu hak tertentu dalam perjanjian adalah barang yang menjadi 

obyek suatu perjanjian. Menurut Pasal 1333 Burgerlijk Wetboek barang 
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yang  menjadi obyek suatu perjanjian ini haruslah tertentu, setidaknya 

haruslah ditentukan jenisnya, sedangkan jumlahnya tidak perlu 

ditentukan, asalkan saja kemudian dapat ditentukan atau diperhitungkan. 

Sebelumnya, dalam Pasal 1334 ayat (1) Burgerlijk Wetboek ditentukan 

bahwa barang-barang yang baru akan ada di kemudian hari juga dapat 

menjadi objek suatu perjanjian. Menurut Wirdjono Prodjodikoro, barang 

yang belum ada dijadikan objek perjanjian tersebut bisa dalam 

pengertian relatif (nisbi). Belum ada pengertian mutlak misalnya, 

perjanjian jual beli padi dimana tanamannya baru sedang berbunga, 

sedangkan belum ada pengertian relatif, misalnya perjanjian jual beli 

yang diperjual belikan sudah berwujud beras, pada saat perjanjian 

diadakan masih milik penjual.19 

Kemudian dalam Pasal 1332 Burgerlijk Wetboek ditentukan 

bahwa barang-barang yang dapat dijadikan objek perjanjian hanyalah 

barangbarang yang dapat diperdagangkan. Lazimnya barang-barang 

yang diperdagangkan untuk kepentingan umum dianggap sebagai 

barangbarang diluar perdagangan, sehingga tidak bisa dijadikan objek 

perjanjian. 

4. Suatu sebab yang halal 

Suatu sebab yang halal merupakan syarat yang keempat untuk 

sahnya perjanjian. Mengenai syarat ini Pasal 1335 BW menyatakan 

bahwa suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena 

                                                             
19 Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Perjanjian, Sumur Bandung, Cetakan VII, Bandung, 2004, 
hlm. 29. 
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suatu sebab yang terlarang, tidak mempunyai kekuatan.20 Syarat 1 dan 2 

dinamakan syarat-syarat subjektif karena mengenai subjek karena yang 

mengadakan perjanjian, sedangkan syarat 3 dan 4 dinamakan syarat-

syarat objektif karena mengenai objek perjanjian. Apabila syarat-syarat 

objektif tidak dipenuhi. Perjanjiannya dapat dibatalkan oleh hakim atas 

permintaan pihak yang tidak cakap atau yang memberikan kesepakatan 

secara tidak bebas. Hak untuk meminta pembatalan perjanjian ini 

dibatasi dalam waktu 5 tahun (Pasal 1454 BW). Selama tidak dibatalkan 

perjanjian tersebut tetap mengikat. Sedangkan apabila syarat-syarat 

objektif yang tidak dipenuhi, perjanjiannya batal demi hukum. Artinya dari 

semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada 

perikatan, sehingga tiada dasar untuk saling menuntut di muka hakim 

(pengadilan).21 

4. Asas-Asas Hukum Perjanjian 

 a.  Asas Kebebasan Berkontrak 

Asas sebagaimana diatur dalam pasal 1338 (1) BW bahwa setiap 

orang bebas untuk menentukan bentuk, macam dan isi perjanjian 

sepanjang tetap memenuhi syarat sahnya perjanjian, tidak bertentangan 

dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.22 

Dengan demikian asas konsensualisme yang terdapat dalam 

Pasal 1320 BW mengandung arti “kemauan” (will) para pihak untuk 

                                                             
20 Ibid, hlm. 211. 
21 Ibid, hlm. 213. 
22

 Hetty Hassanah, Aspek Hukum Perdata di Indonesia, (Deepublsih, Yogyakarta, Mei 2017), hlm. 69 



24 
 

 
 

saling mengingatkan diri. Asas konsensualisme mempunyai hubungan 

yang sangat erat dengan asas kebebasan berkontrak. Kebebasan 

berkontrak adalah suatu asas yang sangat penting dalam suatu 

perjanjian. Kebebasan ini adalah perwujudan dari kehendak bebas, 

pancaran hak asasi manusia. 

b.. Asas Konsensualisme 

Asas konsensualisme, yaitu menganggap bahwa perjanjian 

telah ada sejenak setelah ada kata sepakat dari para pihak.23 Dengan 

perkataan lain, perjanjian itu sudah sah apabila sudah sepakat mengenai 

hal yang pokok dan tidaklah diperuntukan suatu formalitas. Dikatakan 

juga, bahwa perjanjianperjanjian itu pada umumnya “konsensuil”. 

Adakalanya undang-undang menetapkan, bahwa untuk sahnya suatu 

perjanjian diharuskan perjanjian itu dilakukan secara tertulis (perjanjian 

“perdamaian”) atau dengan akta notaris (perjanjian penghibahan barang 

tetap), tetapi hal yang demikian itu merupakan suatu kekecualian. Yang 

lazim, bahwa perjanjian itu sudah sah dalam arti sudah mengikat, 

apabila sudah tercapai kesepakatan mengenai hal-hal yang pokok dari 

perjanjian itu. Jual beli, tukar menukar, sewa-menyewa adalah perjanjian 

yang konsensuil 24 

Asas Konsensualisme merupakan “roh” dari suatu perjanjian. Hal 

ini tersimpul dari kesepakatan para pihak, namun demikian pada situasi 

tertentu terdapat perjanjian yang tidak mewujudkan kesepakatan yang 

                                                             
23 Ibid, hlm. 70 
24

 Subekti, Hukum Perjanjian, Op.cit, hlm. 15 
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sesungguhnya. Hal ini disebabkan adanya kecacatan kehendak 

(wilsgebreke) yang mempengaruhi timbulnya perjanjian. Dalam BW 

cacat kehendak meliputi tiga hal, yaitu : 

a) Kesesatan atau dwaling. 

b) Penipuan atau bedrog. 

c) Paksaan atau dwang. 

c. Asas Kepercayaan  

Asas Kepercayaan adalah para pihak untuk saling mengikatkan 

diri masing-masing dalam melaksanakan perjanjian.25 Tanpa adanya 

kepercayaan itu, maka perjanjian tidak mungkin diadakan oleh kedua 

belah pihak. Dengan kepercayaan ini, kedua belah pihak mengikatkan 

diri dan keduanya itu mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagai 

undang-undang. 

d.  Asas Kekuatan Mengikat 

Asas Kekuatan Mengikat Maksudnya bahwa para pihak tidak 

hanya terikat pada isi perjanjian tetapi juga terhadap asa moral, 

kepatuan dan kebiasaan.26 

Di dalam suatu perjanjian mengandung suatu asas kekuatan 

mengikat. Terikatnya para pihak pada perjanjian itu tidak semata-mata 

terbatas pada yang diperjanjikan, akan tetapi terhadap beberapa unsur 

lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan dan kepatutan serta moral. 

                                                             
25 Hetty Hassanah, Aspek Hukum Perdata di Indonesia, hlm. 70 
26

 Ibid, hlm. 70 
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Demikianlah sehingga asas moral, kepatuhan dan kebiasaan yang 

mengikat para pihak. 

e. Asas Persamaan Hukum 

Asas Persamaan Hukum Artinya kedua pihak sama 

kedudukannya didepan hukum sehingga harus saling menghormati satu 

sama lain.27 

f. Asas Keseimbangan 

Asas Keseimbangan Maksudnya bahwa para pihak wajib 

melaksanakan kewajibannya masing-masing dengan itikad baik.28  

g. Asas Kepastian Hukum 

Hal ini dapat terlihat dari ketentuan bahwa perjanjian yang dibuat 

para pihak berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya29.  hal 

ini terlihat dari zaakwaarneming, dimana seseorang yang akan 

melakukan suatu perbutan dengan sukarela (moral) yang bersangkutan 

mempunyai kewajiban (hukum) untuk meneruskan dan menyelesaikan 

perbuatannya juga, asas ini terdapat dalam Pasal 1339 KUHPerdata. 

Faktor-faktor yang memberikan motivasi pada yang bersangkutan yang 

melakukan berbuatan hukum itu berdasarkan pada kesusilaan, sebagai 

panggilan dari hati nuraninya. 

 

 

                                                             
27 Ibid 
28 Ibid 
29

 Ibid 
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h. Asas Moral 

Asas Moral adalah ketika dalam melaksanakan perjanjian ada 

motivasi berdasarkan moral sebagai panggilan hati nuraninya.30 

i. Asas Keputusan 

Pasal 1339 BW bahwa isi perjanjian tidak betentangan dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku, kepatutan dan 

kesusilaan.31 

j. Asas Itikad Baik  

Pasal 1338 ayat (3) BW menyatakan bahwa perjanjian-perjanjian 

harus dilaksanakan dengan itikad baik. Dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, yang dimaksud dengan itikad baik adalah Kepercayaan, 

keyakianan yang teguh, maksud, kemauan (yang baik”. Dalam Kamus 

Hukum Fockema Andrea dijelaskan bahwa itikad baik (te goeder trouw: 

good fith) adalah“Maksud, semangat yang menjiwai para perserta dalam 

suatu perbuatan hukum atau tersangkut dalam hubungan hukum. 

Wirdjono Prodjodikoro memberikan batasan itikad baik dengan istilah 

“dengan jujur” atau “secara jujur”.32 

Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik maksudnya 

perjanjian itu dilaksanakan menurut kepatutan dan keadilan. Pengertian 

itikad baik dalam Pasal 1338 ayat (3) BW bersifat dinamis, artinya dalam 

melaksanakan perbuatan ini kejujuran harus berjalan dalam hati 

                                                             
30 Ibid, hlm. 70 
31 Ibid, hlm. 70 
32

 Subekti, Hukum Perjanjian, Op.cit, hlm 134. 
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sanubari seorang manusia. Jadi selalu mengingat bahwa manusia 

sebagai anggota masyarakat harus jauh dari sifat merugikan pihak lain 

atau menggunakan kata-kata secara membabi buta pada saat kedua 

belah pihak membuat suatu perjanjian. Kedua belah pihak harus selalu 

memperhatikan hal-hal ini, dan tidak boleh menggunakan kelalaian pihak 

lain yang menguntungkan diri pribadi. Pemahaman substansi itikad baik 

dalam Pasal 1338 ayat (3) BW tidak harus diinterpretasikan secara 

gramatikal, bahwa itikad baik hanya muncul sebatas pada pelaksaan 

perjanjian Itikad baik harus dimaknai dalam seluruh proses perjanjian, 

artinya itikad baik harus melandasi hubungan para pihak pada tahap pra 

perjanjian, perjanjian dan pelaksanaan perjanjian. Dengan demikian 

fungsi itikad baik dalam Pasal 1338 ayat (3) BW mempunyai sifat 

dinamis melingkupi keseluruhan proses perjanjian tersebut.33 

5. Jenis-Jenis Perjanjian 

 Secara garis besar Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

mengklasifikasikan jenis-jenis perjanjian adalah:34 

1. Perjanjian Timbal Balik dan Perjanjian Sepihak: Perjanjian timbal balik 

adalah perjanjian yang membebani hak dan kewajiban kepada kedua 

belah pihak, sedangkan perjanjian sepihak adalah perjanjian yang 

memberikan kewajiban kepada satu pihak dan kepada pihak lainnya. 

2. Perjanjian Percuma dan Perjanjian dengan Alas Hak Membebani 

Perjanjian percuma adalah perjanjian yang hanya memberikan 

                                                             
33 Ibid, hlm. 139 
34

 Abdul Kadir Muhamad, Hukum Perjanjian, PT. Citra Aditya Abadi, Bandung, 2014, hlm.86. 
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keuntungan kepada satu pihak saja. Sedangkan perjanjian dengan 

alas hak yang membebani adalah perjanjian dimana terhadap 

prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontra prestasi dari pihak 

lainnya, sedangkan kedua prestasi tersebut ada hubungannya 

menurut hukum.  

3. Perjanjian Bernama dan tidak Bernama: Perjanjian bernama adalah 

perjanjian yang mempunyai nama sendiri, yang terbatas, misalnya 

jual beli, sewa menyewa. Sedangkan perjanjian tidak bernama adalah 

perjanjian yang tidak mempunyai nama tertentu dan jumlahnya tidak 

terbatas.  

4. Perjanjian Kebendaan dan Perjanjian Obligatoir Perjanjian kebendaan 

adalah perjanjian untuk memindahkan hak milik dalam perjanjian jual 

beli. Perjanjian kebendaan ini sebagai pelaksanaan dari perjanjian 

obligatoir. Perjanjian obligatoir sendiri adalah perjanjian yang 

menimbulkan perikatan, artinya sejak timbulnya hak dan kewajiban 

para pihak.  

5. Perjanjian Konsensual dan Perjanjian Real: Perjanjian konsensual 

adalah perjanjian yang timbul karena ada perjanjian kehendak antara 

pihak-pihak. Sedangkan perjanjian real adalah perjanjian disamping 

ada perjanjian kehendak juga sekaligus harus ada penyerahan nyata 

atas barang yang diperjanjikan. 
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6. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian 

Syarat-syarat objek sebagaimana yang diuraikan pada bagian yang 

terdahulu merupakat isi perjanjian yang memuat hak dan kewajiban para pihak. 

Masing-masing pihak dalam perjanjian mempunyai hak dan kewajiban sendiri. 

Kewajiban pihak pertama merupakan hak pihak kedua, dan sebaliknya hak pihak 

pertama merupakan kewajiban bagi pihak kedua. Itu sebabnya dikatakan bahwa inti 

sari atau objek dari perjanjian adalah prestasi itu sendiri. Menurut Pasal 1234 BW, 

prestasi yang dijanjikan itu adalah:  

a) Untuk member sesuatu (to given)  

b) Untuk membuat sesuatu (to doen) 

c) Untuk tidak berbuat sesuatu (of nien to doen)  

Prestasi ini menimbulkan adanya hak dan kewajiban para pihak. Misalnya, 

prestasi memberikan sesuatu (to given) maka pihak yang satu berkewajiban untuk 

menyerahkan (levering) sesuatu/benda dan pihak yang lain berhak menerima benda 

tersebut. Hal ini diatur di dalam Pasal 1235 BW. Dengan demikian, pemenuhan 

prestasi merupakan kewajiban, prestasi tidak hanya menimbulkan hak kepada satu 

pihak lalu kewajiban kepada pihak lain, tetapi prestasi memberikan hak sekaligus 

kewajiban pada masing-masing pihak. Sebagai mana telah dinyatakan kalau dari 

satu pihak memberikan sesuatu (kewajiban) maka pihak yang lain menerima (hak) 

demikian sebaliknya pihak yang sudah memenuhi kewajibannya tersebut akan 

meperoleh haknya dan melakukan kewajibannya. Dengan demikian perjanjian itu 

menimbulkan hak dan kewajibannya yang timbal balik. Disinilah letak keseimbangan 

dari suatu perjanjian itu karena sudah menjadi sifat manusia untuk hidup saling 
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tergantung. Tidak ada manusia yang rela hudup hanya melaksanakan kewajiban 

tetapi tidak pernah menerima hak. Perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak 

secara sah menjadi tolak ukur hubungan mereka dalam melaksanakan hak dan 

keajiban di mana apa yang mereka sepakati bersama berlaku sebagai undang-

undang baginya dan perjanjian atau kesepakatan itu memgikat para pihak tidak 

hanya untuk hal-hal yang dituliskan atau dinyatakan dengan tegas tetapi juga untuk 

segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan 

dan undang-undang. 

Dengan demikian, Pasal 1339 BW ini memungkinkan munculnya hak dan 

kewajiban bagi para pihak di luar yang disetujui tetapi dianggap sebagai hak 

maupun kewajiban berdasarkan kepatutan, kebiasaan dan undang-undang yang 

ada. Ini membuka peluang bagi hakim untuk menimbang dan memutuskan apakah 

suatu perjanjian itu sesuai dengan kepatutan maupun kebiasaan yang hidup di 

masyarakat serta dengan undang-undang yang ada. Dari uraian diatas dapat terlihat 

bahwa adanya hak dan kewajiban para pihak merupakan akibat hukum dari 

perbuatan mengadakan perjanjian. Dan membatalkan hak dan kewajiban berarti 

membatalkan perjanjian dan itu harus dengan kesepakatan para pihak (Pasal 1339 

BW). 

 

7. Hapusnya Perjanjian dan Berakhirnya Perikatan 

 Hapusnya perjanjian, harus benar-benar dibedakan daripada hapusnya 

perikatan, karena suatu perikatan dapat hapus, sedangkan persetujuannya yang 

merupakan sumbernya masih tetap ada. Misalnya pada perjanjian jual beli, dengan 
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dibayarnya harga, maka perikantan pembayaran menjadi hapus, sedangkan 

persetujuannya belum, karena perikatan mengenai penyerahan barang belum 

terlaksana. 

Apabila, semua perikatan-perikatan daripada perjanjian telah hapus 

seluruhnya, maka perjanjianpun akan berakhir. Dalam hal ini, hapusnya perjanjian, 

sebagai akibat hapusnya perikatan-perikatannya. Sebaliknya hapusnya perjanjian, 

dapat pula mengakibatkan hapusnya perikatanperikatannya yaitu apabila suatu 

perjanjian hapus dengan berlaku surut, misalnya sebagai daripada akibat 

pembatalan berdasarkan wanprestasi. 

(Pasal 1266 BW), maka semua perikatan yang telah terjadi menjadi hapus, 

perikatan-perikatan tersebut tidak perlu lagi dipenuhi dan apa yang telah dipenuhi 

harus pula ditiadakan. Akan tetapi, dapat terjadi bahwa harus pula berakhir atau 

hapus untuk waktu selanjutnya, jadi kewajiban-kewajiban yang telah ada tetap ada. 

Dengan pernyataan mengakhiri perjanjian, perjanjian sewa menyewa dapat diakhiri, 

akan tetapi perikatan untuk membayar uang sewa yang telah dinikmati tidak menjadi 

hapus karenanya.35 

Perjanjian dapat hapus, karena : 

a. Ditentukan dalam perjanjian oleh para pihak. Misalnya perjanjian akan 

berlaku untuk waktu tertentu; 

b. Undang-undang menentukan batas berlakunya suatu perjanjian;  

c. Para pihak atau undang-undang dapat menentukan bahwa dengan 

terjadinya peristiwa tertentu, maka perjanjian akan hapus; 

                                                             
35

 Setiawa, R.,Pokok-pokok hukum perikatan, Bina Cipta, Bandung, 1999 hal. 68 
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d. Menyatakan menghentikan perjanjian (opzegging);  

e. Perjanjian hapus karena putusan hakim;  

f. Tujuan perjanjian telah tercapai; dan  

g. Dengan persetujuan para pihak (herrooeping) 

Hal-hal yang mengakibatkan berakhirnya perjnajian, dalam BW, terdapat dalam 

Pasal 1381, yaitu :36 

a. Karena pembayaran;  

b. Karena penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau 

penitipan;  

c. Karena pembaharuan utang;  

d. Karena perjumpaan utang atau konpensasi; 

e. Karena pencampuran utang;  

f. Karena pembebasan utangnya; 

g. Karena musnahnya barang yang terutang;  

h. Karena kebatalan atau pembatalan; 

i. Karena berlakunya syarat batal,  yang diatur dalam bab ke satu buku ini; 

           j.  Karena liwatnya waktu, hal mana akan diatur dalam suatu bab tersendiri. 

 

8. Prestasi dan Wanprestasi dalam Perjanjian 

Prestasi adalah suatu yang wajib harus dipenuhi oleh debitur dalam setiap 

perikatan. Prestasi merupakan isi dari pada sebuah perikatan. Apablia debitur tidak 

                                                             
36 Budiman N.P.D Sinaga, Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa dari Presfektif Sekretaris, PT  
Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 20. 
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memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian, maka ia 

dikatakan wanprestasi (kelalaian).37 

 Wanprestasi adalah tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diterapkan 

perikatan atau perjanjian, tidak dipenuhinya kewajiban dalam suatu perjanjian, dapat 

disebabkan dua hal, yaitu kesalahan debitur baik disengaja maupun karena 

kelalaian dan karena keadaan memaksa (Overmacht/Force Majure).38 

 Berdasarkan Burgerlijk Wetboek, wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 BW  

yang menjelaskan :  

“Penggantian biaya, rugi dan bunga tidak dipenuhinya suatu perkataan, 
barulah mulai diwajibkan, apabila yang berutang, setelah dinyatakan lalai 
memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika yang harus diberikan 
atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu 
yang telah dilampaukan.” 

 

Praktek dilapangan untuk menentukan seorang debitur melakukan 

wanprestasi terkadang tidak selalu mudah, karena kapan debitur harus memenuhi 

prestasi tidak selalu mudah, karena kapan debitur harus memenuhi prestasi tidak 

selalu ditentukan dalam perjanjian. Dalam perjanjian jual beli suatu barang misalnya 

tidak ditetapkan kapan penjual harus menyerahkan barang yang harus dijualnya 

pada pembeli dan kapan pembeli harus membayar yang dibelinya itu kepada 

penjual. 

Seorang debitur baru dikatakan wanprestasi apabila ia telah diberikan 

somasi oleh kreditur atau juru sita. Pengertian somasi adalah teguran dari si 

berpiutang (kreditur) kepada pihak yang berutang (debitur) agar dapat memenuhi 

                                                             
37 Riduan Syahrini, Op.cit, hlm. 218. 
38 Hetty Hassanah, Perlindungan hukum kosumen atas ketidak sesuaian barang  dan harga dalam 
promosi diskon belanja online hlm. 36 
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prestasi sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati antara keduanya.39 cara 

memberi teguran (sommatie) terhadap debitur jika ia tidak memenuhi teguran itu 

dapat dikatakan wanprestasi, diatur dalam Pasal 1238 BW yang menentukan, 

bahwa teguran itu harus dengan surat perintah atau akta sejenis. 

Wanprestasi akibat tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitur disebabkan 

oleh dua kemungkinan alasannya, yaitu : 

a. Karena kesalahan debitur, baik dengan sengaja tidak dipenuhi kewajiban 

maupun karena kelalaian;  

b. Karena keadaan memaksa (overmacht) force majure, jadi diluar 

kemampuan debitur. 

Untuk menentukan apakah seorang debitur dikatakan telah melakukan 

wanprestasi, perlu ditentukan keadaan bagaimana debitur dikatakan sengaja atau 

lalai tidak memenuhi prestasi, yaitu ada 3 macam : 

1. .Tidak memenuhi prestasi sama sekali; Sehubungan dengan debitur yang 

tidak memenuhi prestasinya maka dikatakan debitur tidak memenuhi 

prestasi sama sekali.  

2. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu; Apabila prestasi debitur 

masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap 

memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu. 

3. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru; Debitur yang memenuhi 

prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat 

                                                             
39

 Salim H.S, Hukum Kontrak, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 96. 
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diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama 

sekali.40 

 

Di dalam hukum perjanjian tidak membedakan suatu perjanjian tidak 

dilaksanakan karena unsur kesalahan dari para pihak atau tidak. Akibat hukumnya 

tetap sama, yakni memberikan ganti rugi dengan perhitungan-perhitungan tertentu. 

Apabila debitur dalam keadaan wanprestasi, kreditur dapat memelih diantara 

beberapa kemungkinan tuntutan sebagaimana disebut dalam Pasal 1267 

KUHPerdata yaitu :41 

a. Pemenuhan prestasi;  

b. Ganti kerugian;  

c. Pemenuhan prestasi ditambah ganti rugi; 

d. Pembatalan perjanjian;  

e. Pembatalan perjanjian ditambah ganti rugi 

 

Bilamana kreditur hanya menuntut ganti kerugian, ia dianggap telah melepaskan 

haknya untuk meminta pemenuhan dan pembatalan pejanjian. Sedangkan bila 

kreditur hanya menuntut pemenuhan perikatan memang sudah dari semula menjadi 

kesanggupan debitur untuk melaksanakannya. Menurut Subekti yang menjadi 

persoalan disini adalah, seandainya debitur telah menerima teguran agar 

melaksanakan perjanjian, tetapi setelah waktu yang pantas diberikan keadaannya 

                                                             
40 Hetty Hassanah, Op.cit, hlm 76 
41

 R. Setiawan, Op.cit, hlm 18 
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untuk memenuhi perikatan tersebut telah lewat, tetapi prestasi belum juga dipenuhi, 

apakah debitur setelah itu masih berhak melaksanakan perikatan.42 

Para ahli hukum dalam hal ini sepakat bahwa apabila kreditur menyatakan 

masih bersedia menerima pelaksanaan perjanjian. Apabila pernyataan kesediaan 

menerima pelaksanaan perjanjian. Apabila pernyataan menerima pelaksanaan 

perjanjian itu tidak ada, para ahli hukum mempunyai pendapat berbeda, apakah 

debitur dapat melaksanakan perikatan itu dan dengan membayar ganti rugi, 

sebelum ada tuntutan kreditur dimuka pengadilan untuk membatalkan perjanjian 

dengan ganti rugi. 

Saat terjadinya wanprestasi adalah :  

a. Apabila pemenuhan prestasi ditentukan, debitur dikatakan wanprestasi 

dengan lewatnya waktu (Pasal 1238 KUHPerdata). 

b. Apabila waktu pemenuhan prestasi tidak ditentukan, diperlukan pernyataan 

lalai atau ingerbrekestelling atau somasi dari kreditur, baik dengan surat 

peringatan kepada debitur ataupun surat gugatan ke pengadilan. 

 

9. Keadaan Memaksa (Overmacht) 

 Keadaan memaksa adalah suatu keadaan, yang terjadi setelah dibuatnya 

perjanjian, yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya, dimana 

debitur tidak dapat dipersalahkan, dan tidak harus menanggung risiko serta 

tidak dapat menduga waktu persetujuan dibuat. Kesemuanya itu sebelum 

                                                             
42

 Subekti, Op.cit. hlm. 34 
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debitur lalai untuk memenuhi prestasinya, pada saat timbulnya keadaan 

tersebut.43 

 

Pengaturan Overmacht secara umum, termuat dalam bagian umum buku III 

BW, yang dituangkan dalam Pasal 1244, 1245 dan 1444 BW , yang berbunyi :44 

Pasal 1244 BW : 

“Jika ada alasan untuk itu, si berutang harus menghukum mengganti biaya, 
rugi dan bunga apabila ia tidak membuktikan, bahwa hal tidak atau tidak 
pada, yang tetap dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan karena suatu 
hal yang tidak terduga, pun tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, 
kesemuanya itupun, jika itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya”. 
 
Pasal 1245 BW : 
 
“Tidaklah biaya, rugi dan bunga harus digantinya, apabila lantaran keadaan 

memaksa atau lantaran suatu kejadian tidak di sengaja, si berutang 

berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau 

lantaran hal-hal yang sama yang telah melakukan perbuatan terlarang”. 

 
Pasal 1444 BW : 
 
“Jika barang tertentu yang menjadi bahan perjanjian, musnah, tak lagi dapat 
diperdagangkan, atau hilang, sedemikan sehingga sama sekali tak diketahui 
apakah barang itu masih ada, maka hapuslah perikatannya, asal barang itu 
musnah atau hilang di luar salahnya si berutang, dan sebelum dia lalai 
menyerahkannya. Bahkan meskipun si berutang lalai menyerahkan sesuatu 
barang sedangkan ia tidak telah menanggung terhadap kejadian-kejadian 
yang tak terduga, perikatan hapus jika barangnya akan musnah secara yang 
sama ditangan si berpiutang, seandainya sudah diserahkan kepadanya. Si 
berutang diwajibkan membuktikan kejadian yang tak terduga yang dimajukan 
itu. Dengan cara bagaimanapun sesuatu barang, yang telah dicuri, musnah 
atau hilang, hilangnya barang ini tidak sekali-kali membebaskan orang yang 
mencuri barang dari kewajibannya untuk menganti harganya”. 

                                                             
43 R. Setiawan, Op.cit, hlm. 27. 
44

 Riduan Syahrini, Op.cit, hlm. 232. 
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Berdasakan Pasal 1244, 1245, 1444 BW tersebut diatas, mempergunakan 

istilah yang berbeda-beda, dalam menyebutkan keadaan memaksa (Overmacht), 

tetapi tidaklah berbeda maksudnya. Pasal-pasal BW , yang dikutip diatas hanyalah 

menerangkan, bahwa apabila seseorang tidak dapat memenuhi suatu perikatan 

atau melakukan pelanggaran hukum karena keadaan memaksa (Overmacht), ia 

tidak dapat diminta pertanggungjawabannya.45 

Overmacht dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu : 

1. Ovemacht yang bersifat mutlak (absolut) adalah keadaan memaksa, yang 

menyebabkan suatu perikatan bagaimanapun tidak bisa dilaksanakan nanti. 

2. Overmacht yang bersifat nisbi (relatif) adalah suatu keadaan memaksa, yang 

menyababkan suatu perikatan hanya dapat dilaksanakan oleh debitur 

dengan pengorbanan yang demikian besarnya, sehingga tidak lagi 

sepantasnya pihak kreditur menuntut pelaksanaan perikatannya tersebut. 

 

B. Tinjauan Teori tentang Keabsahan Perjanjian Menggunakan Bahasa 

Indonesia  

 1.  Dasar Hukum Perjanjian Menggunakan Bahasa Indonesia 

Terbitnya Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa 

dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan membawa komplikasi dalam 

transaksi bisnis terutama yang bertaraf internasional. Pasal 31 Undang-undang 

Nomor 24 Tahun 2009 memunculkan kewajiban penggunaan bahasa Indonesia 

dalam suatu nota kesepahaman atau perjanjian. Dengan adanya kewajiban untuk 
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 Riduan Syahrini, Op.cit, hlm. 234 
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menggunakan Bahasa Indonesia, maka ada pembatasan asas kebebasan 

berkontrak oleh Undang-Undang. Sesuai dengan pokok persoalannya, ragam 

bahasa Indonesia yang digunakan dalam bidang hukum disebut bahasa hukum 

Indonesia. Manurut Mahadi, bahasa hukum Indonesia adalah bahasa Indonesia 

yang corak penggunaan bahasanya khas dalam dunia hukum. Perhatian yang besar 

terhadap pemakaian bahasa hukum Indonesia sudah dimulai sejak diadakan 

Kongres Bahasa Indonesia II tanggal 28 Oktober –2 November 1954 di Medan. 

Bahkan, dua puluh tahun kemudian, tahun 1974, Badan Pembinaan Hukum 

Nasional (BPHN) menyelenggarakan simposium bahasa dan hukum di kota yang 

sama, Medan. Simposium tahun 1974 tersebut menghasilkan empat konstatasi 

berikut.46 

1. Bahasa hukum Indonesia (BHI) adalah bahasa Indonesia yang dipergunakan 

dalam bidang hukum, yang mengingat fungsinya mempunyai karakteristik 

tersendiri; oleh karena itu bahasa hukum Indonesia haruslah memenuhi syarat-

syarat dan kadiah-kaidah bahasa Indonesia. 

2. Karakteristik bahasa hukum terletak pada kekhususan istilah, komposisi, serta 

gayanya. 

3. BHI sebagai bahasa Indonesia merupakan bahasa modern yang 

penggunaannya harus tetap, terang, monosemantik, dan memenuhi syarat 

estetika. 

                                                             
46 Mahadi dan Sabaruddin Ahmad, Bahasa Hukum Adat dalam Peta Bumi Bahasa-Hukum Nasional 
Dalam Hukum dan Pembangunan, Binacipta,  Jakarta 1983, Hlm 215 
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4. Simposium melihat adanya kekurangsempurnaan di dalam bahasa hukum yang 

sekarang dipergunakan, khususnya di dalam semantik kata, bentuk, dan 

komposisi kalimat. 

 

Terungkapnya kekurang sempurnaan di dalam bahasa hukum, seperti 

terdapat dalam  konstatasi keempat di atas, yang  tercermin dalam penulisan 

dokumen-dokumen hukum dapat ditelusuri dari sejarahnya. Sejarah membuktikan 

bahwa bahasa hukum Indonesia, terutama bahasa undang-undang, merupakan 

produk orang Belanda. Pakar hukum Indonesia saat itu banyak belajar ke negeri 

Belanda karena hukum Indonesia mengacu pada hukum Belanda. Para pakar 

banyak menerjemahkan langsung pengetahuan dari bahasa Belanda ke dalam 

bahasa Indonesia tanpa mengindahkan struktur bahasa Indonesia47. Di samping 

itu,  ahli hukum pada masa itu lebih mengenal bahasa Belanda daripada bahasa 

asing lainnya (Inggris, Perancis, atau Jerman) karena bahasa Belanda wajib 

dipelajari, sedangkan bahasa Indonesia tidak tercantum di dalam kurikulum sekolah. 

Menurut Mahadi, hukum mengandung aturan-aturan, konsepsi-konsepsi, 

ukuran-ukuran yang telah ditetapkan oleh penguasa pembuat hukum untuk (a) 

disampaikan kepada masyarakat (b) dipahami/disadari maksudnya, dan (c) dipatuhi. 

Namun, kenyataannya sebagai sarana komunikasi, bahasa Indonesia di dalam 

dokumen-dokumen hukum sulit dipahami oleh masyarakat awam.48 Pemakaian 

bahasa Indonesia dalam bidang hukum masih perlu disempurnakan. Banyak istilah 

                                                             
47 Adiwidjaya, Soelaeman B. dan Lilis Hartini, Bahasa Indonesia Hukum, Bandung: Pustaka, 1999, Hlm 
1 -2 
48

 Mahadi dan Sabaruddin Ahmad. Op.cit. Hlm 31 
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asing (Belanda atau Inggris) yang kurang dipahami maknanya dan belum konsisten, 

diksinya belum tepat, kalimatnya panjang dan berbelit-belit.  

Ketentuan Pasal 31 UU tersebut menyebutkan bahwa: 

Ayat (1): 

“Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang 

melibatkan lembaga Negara, instansi pemerintahan Republik Indonesia, lembaga 

swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia”. 

Ayat (2): 

“Nota kesepahaman atau perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang 

melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut 

dan/atau bahasa Inggris”. 

Pasal tersebut secara tegas mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia 

dalam perjanjian dan bila perjanjian tersebut melibatkan pihak asing maka perjanjian 

tersebut juga ditulis dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau bahasa 

Inggris.  

 

 

 

 

 


